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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Atribusi 

Fritz Heiderteori sebagai pencetus teori atribusi berpendapat bahwa atribusi merupakan teori 

yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Psikolog terkenal, Harold Kelley menekankan 

bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu 

menginterprestasikan perilaku yang berhubungan dengan bagian tertentu dari lingkungan 

yang relevan. Ahli teori atribusi yang lain mengasumsikan bahwa manusia memiliki sikap 

rasional dan didorong untuk menelaah dan memahami struktur penyebab dari lingkungan 

mereka. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita dapat menentukan 

penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini berpedoman tentang bagaimana 

seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan 

ditentukan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain; ataupun faktor 

eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh 

terhadap perilaku individu (Luthans, 2006). 

Ivancevich dkk., (2006) menyatakan bahwa salah satu pendekatan yang menyediakan dasar 

untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Selanjutnya 

teori atribusi berkaitan dengan proses dimana individu menginterpretasikan bahwa peristiwa 
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di sekitar mereka disebabkan oleh bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Ia 

juga menyatakan bahwa secara singkat teori atribusi berusaha untuk menjelaskan bagian dari 

perilaku. Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwalah 

yang memengaruhi perilaku orang bukan peristiwa aktual itu sendiri. Secara spesifik 

seseorang individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil 

analisis tersebut akan memengaruhi perilaku mereka dimasa mendatang (Ivancevich dkk., 

2006). 

Thoha (1993) mengartikan atribusi sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari 

kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain. Seseorang tidak hanya tertarik mengamati 

perilaku dalam organisasi saja, melainkan mencari jawaban penyebab dari perilaku orang lain 

yang diamatinya. Penilaian orang dan reaksinya terhadap perilaku orang lain bisa saja banyak 

dipengaruhi oleh persepsi mereka bahwa orang lain bertanggungjawab atas perilakunya. 

Thoha (1993) juga berpendapat bahwa proses atribusi ini sangat bermanfaat dalam persepsi 

sosial, karena dengan meneliti sebab-sebab terjadinya suatu perilaku diharapkan persepsi 

seseorang terhadap orang lain dapat sesuai. 

 

2.1.2 Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Ardini (2010) berpendapat bahwa untuk memastikan agar menghasilkan kualitas hasil 

pemeriksaan yang baik, auditor dengan kemampuan profesionalisme yang tinggi akan 

melaksanakan pemeriksaan secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-

tahapan proses pemeriksaan secara lengkap, serta mempertahankan sikap skeptisme dalam 

mempertimbangkan bukti-bukti pemeriksaan yang kurang memadai yang ditemukan selama 

proses pemeriksaan. Selanjutnya ia berpendapat bahwa kualitas auditor merupakan 
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kemampuan profesional individu auditor dalam melakukan pekerjaannya yang dapat 

memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas auditor dipengaruhi oleh kemampuan profesional individu auditor, dimana semakin 

tinggi kamampuan profesional seorang auditor akan menghasilkan hasil pemeriksaan yang 

semakin berkualitas (Ardini, 2010). 

Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan 

kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab, merahasiakan 

pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak 

lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Batubara, 

2008). Menurut Setyaningrum (2012) kualitas hasil pemeriksaan merupakan konsep yang 

kompleks dan sulit dipahami. Semakin bagusnya kualitas hasil pemeriksaan akan ditunjukkan 

oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Ia juga berpendapat bahwa hasil 

pemeriksaan tersebut berupa temuan audit yang menunjukkan bahwa kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan. De Anglo (1981) dalam 

Badjuri (2011) mendefinisikan kualitas hasil pemeriksaan sebagai probabilitas atau 

kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Dimana dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang 

relevan. 

Efendy (2010) berpendapat bahwa pemeriksaan yang berkualitas adalah pemeriksaan yang 

dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan 

pemeriksaan hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator 

yang digunakan untuk mengukur kualitas pemeriksaan antara lain kualitas proses, apakah 
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pemeriksaan dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, serta terus mempertahankan sikap 

skeptis (Efendy, 2010). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota 

melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan 

kepala daerah kepada BPK. Pengertian reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 

prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi 

dasar memadai bagi inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan 

bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar 

laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang 

memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang standar reviu atas laporan 

keuangan Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa reviu adalah penelaahan atas 

penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian atau lembaga oleh 

auditor aparat pengawasan intern kementrian dan lembaga yang kompeten untuk memberikan 

keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) dan laporan keuangan kementerian atau lembaga telah disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam upaya membantu Menteri atau Pimpinan 

Lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian atau lembaga yang berkualitas. 

Tujuan reviu adalah untuk meyakinkan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-

XIII.2/5/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan menyatakan bahwa audit 
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adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable 

assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis 

akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka memberikan 

pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

pemerintah. 

Berbeda dengan audit, reviu tidak mencakup pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern 

(SPI), catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui 

perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam audit. 

Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, 

sedangkan tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, 

keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Reviu tidak mencakup suatu 

pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan 

barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, 

dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit. Prosedur analitis 

dalam reviu dilakukan dengan teknik pembandingan atas angka-angka di laporan keuangan. 

Adapun  prosedur analitis dalam audit dilakukan secara lebih luas dan mendalam dengan 

teknik pembandingan, analisis, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian teknik 

audit telah diangsur dilakukan dalam teknik reviu (Pusdiklatwas BPKP, 2009).  
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Menurut Sukriah dkk., (2009) kualitas hasil pemeriksaan dapat diukur dengan indikator 

kesesuaian pemeriksaan dan kualitas laporan hasil pemeriksaan. Indikator kesesuaian 

pemeriksaan dapat dilihat dari apakah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sesuai 

dengan standar audit yang berlaku. Adapun untuk indikator kualitas laporan hasil 

pemeriksaan dapat dilihat apakah laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan 

hasil pemeriksaan secara objektif, dan apakah laporan hasil pemeriksaan dibuat dengan 

akurat, lengkap, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasinya dapat 

bermanfaat secara maksimal. 

 

2.1.3 Pengalaman Kerja 

Nirmala (2013) berpendapat bahwa pengalaman kerja merupakan hasil interaksi berulang 

yang didapat dari pelatihan formal dan informal. Ia juga berpendapat bahwa pengalaman 

kerja penting bagi auditor profesional, karena auditor yang memunyai banyak pengalaman 

kerja akan memunyai bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengambilan keputusan 

pemeriksaannya. Tim Penyusun STAN (2010) berpendapata bahwa  pengalaman seorang 

auditor biasanya ditunjukkan oleh lamanya yang bersangkutan berkarir dibidang audit atau 

investigasi, serta sering dan bervariasinya melakukan pemeriksaan. Jika auditor senior 

menugaskan orang yang belum atau kurang berpengalaman, maka orang tersebut harus 

disupervisi atau dibimbing oleh seniornya yang lebih berpengalaman. 

Menurut Mulyadi (2002) pengetahuan seorang auditor didapat melalui pendidikan formal, 

yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman dan selanjutnya dilakukan dalam bentuk 

praktik. Selanjutnya ia berpendapat bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran 

dan penambahan perkembangan potensi bertingkahlaku baik dari pendidikan formal maupun 
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non-formal. Pengalaman juga ia artikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman audit memengaruhi ketepatan 

penilaian auditor terhadap bukti yang dibutuhkan. Pengalaman juga dapat meningkatkan 

kemampuan auditor untuk mengolah informasi dan menentukan solusi untuk mengambil 

tindakan-tindakan yang diperlukan (Mulyadi, 2002). 

Subhan (2011) berpendapat bahwa pengalaman kerja adalah ukuran lamanya seorang auditor 

bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan 

seseorang, pengalaman kerjanya akan semakin kaya dan luas, dan memungkinkan 

peningkatan kinerja. Subhan (2011) juga berpendapat bahwa pengalaman auditor 

memengaruhi kemampuan kerja, semakin sering auditor bekerja dan melakukan pekerjaan 

yang sama, maka auditor tersebut akan menjadi makin terampil dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Auditor yang tidak berpengalaman akan cenderung melakukan kesalahan yang 

lebih banyak dibanding dengan auditor yang berpengalaman. Carolita (2012) berpendapat 

bahwa pengalaman kerja sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban seorang auditor 

terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. 

Menurut Sukriah dkk., (2009) pengalaman kerja dapat diukur dengan indikator lamanya 

bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. 

Indikator  lamanya bekerja sebagai auditor dapat dilihat dari apakah dari lamanya bekerja 

sebagai seorang auditor memberikan pengalaman bagi auditor dalam menghadapi objek 

pemeriksaan, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan memeberikan 

rekomendasi. Adapun untuk indikator banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor dapat dilihat apakah dari banyaknya tugas yang telah dikerjakan memberikan 
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pengalaman untuk belajar dari kegagalan sebelumnya, dan dapat memacu auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar tidak terjadi penumpukkan tugas. 

 

2.1.4 Independensi 

Menurut Messier et al., (2005) dalam Efendy (2010), independensi merupakan suatu istilah 

yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang 

mungkin mengganggu objektivitas auditor. Independen bagi seorang auditor artinya tidak 

mudah dipengaruhi oleh segala sesuatu karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya 

untuk kepentingan umum atau publik. Muyadi (2002) berpendapat bahwa independensi  

dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang 

lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga ia artikan sebagai 

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya perimbangan 

objektif tidak memihak dalam memutuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Subhan (2011) berpendapat bahwa auditor yang independen adalah auditor yang tidak 

memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Ia 

juga berpendapat bahwa independensi dalam pemeriksaan berarti mengambil sudut pandang 

yang tidak bias. Selanjutnya persepsi publik mengenai nilai hasil pemeriksaan dapat sangat 

tergantung pada independensi auditor yang melakukan pemeriksaan. Menurut Junaidi dkk., 

(2013), independensi merupakan komponen profesionalis yang harus dipertahankan oleh 

auditor profesional. Independensi dalam hal ini, auditor lebih mengutamakan kepentingan 

publik di atas kepentingan klien atau kepentingan audior sendiri dalam membuat laporan 

hasil pemeriksaan. Oleh karena itu keberpihakan auditor dalam hal ini lebih diutamakan pada 

kepentingan publik. 
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Independensi menjadi fondasi utama atau batu pijakan dalam struktur etika. Independensi 

juga menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pengembangan dan penerapan prinsip-

prinsip fundamental etika dalam menekuni profesi auditor. Auditor yang independen adalah 

auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan 

pihak manapun. Auditor tidak hanya independen dalam fakta (independence in fact) tetapi 

juga independen dalam penampilan (independence in appearance) (Agoes dan Ardana, 

2013). 

Independen dalam fakta (independence in fact) lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap 

mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Adapun independen dalam penampilan 

(independence in appearance) ditunjukkan oleh keadaan yang tampak dari luar dan dapat 

memengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor. Contoh penampilan yang 

dapat memengaruhi pendapat orang terhadap independensi auditor adalah apabila auditor 

sering terlihat makan-makan atau belanja bersama-sama dengan dan dibayari oleh auditinya. 

Walaupun pada hakekatnya (in fact) auditor tetap memelihara independensinya, kedekatan 

dalam penampilan itu dapat merusak citra independensinya dimata publik. Independensi tidak 

hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari sisi pekerjaan. Misalnya seorang auditor 

menjadi konsultan pada suatu perusahaan atau membantu perusahaan menyusunkan laporan 

keuangannya. Maka seorang auditor tersebut tidak boleh memberikan jasa audit pada 

perusahaan (Tim Penyusun STAN, 2010). 

Menurut Sukriah dkk., (2009) independensi dapat diukur dengan indikator independensi 

penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan independensi pelaporan. 

Indikator independensi penyusunan program dapat dilihat dari apakah penyusunan program 

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bebas dari campur tangan dan intervensi pimpinan 
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maupun pihak lain yang berkepentingan atas pemeriksaan yang akan dilakukan. Untuk 

indikator independensi pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat dari apakah pemeriksaan yang 

dilakukan auditor bebas dari usaha objek pemeriksaan untuk menunjuk atau menentukan 

kegiatan yang diperiksa, apakah auditor bekerjasama dengan objek pemeriksaan dalam 

mengumpulkan bukti yang relevan, serta apakah auditor bebas dari kepentingan pribadi 

maupun pihak lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan. Adapun untuk indikator 

independensi pelaporan dapat dilihat dari apakah laporan hasil pemeriksaan yang auditor buat 

bebas dari pengaruh pihak lain untuk memengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan serta 

pertimbangan terhadap isi laporan pemeriksaan, dan apakah laporan hasil pemeriksaan bebas 

dari bahasa atau istilah yang menimbulkan multi tafsir. 

 

2.1.5 Objektivitas 

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik 

kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan 

bisnis dan profesionalnya. Objektivitas adalah suatu keyakinan serta kualitas yang 

memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang 

membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi yang lain. Prinsip objektivitas 

menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan 

bebas dari konflik (Agoes dan Ardana, 2013). 

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 
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berkepentingan (Mulyadi, 2002). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang  standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) menyatakan bahwa auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta 

menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan 

pekerjaan yang dilakukannya. Dalam laporan hasil pemeriksaan, objektivitas berarti 

penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan redaksi. Auditor harus objektif 

dalam melaksanakan pemeriksaan. Prinsip objektivitas menyaratkan agar auditor 

melaksanakan pemeriksaan dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitasnya. 

Pusdiklatwas BPKP (2005) menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari 

pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat 

mengemukakan pendapat sesuai dengan fakta yang ada. APIP harus memiliki sikap mental 

yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest). Subhan (2011) bependapat bahwa unsur perilaku yang 

dapat menunjang objektivitas antara lain dapat diandalkan dan dipercaya; tidak merangkap 

sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan 

tugas operasional objek yang diperiksa; tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari 

kesalahan orang lain; dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

resmi; dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. 

Menurut Sukriah dkk., (2009) objektivitas dapat diukur dengan indikator bebas dari benturan 

kepentingan dan pengungkapan kondisi sesuai fakta. Indikator bebas dari benturan 

kepentingan dapat dilihat dari apakah auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh 

pihak lain serta tidak memihak kepada siapapun, apakah auditor menolak menerima tugas 

jika pada saat bersamaan memiliki hubungan kerjasama dengan objek pemeriksaan, dan 
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apakah auditor dapat diandalkan. Adapun untuk untuk indikator pengungkapan kondisi sesuai 

fakta dapat dilihat dari apakah auditor tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak-

pihak lain serta menggunakan pikiran yang logis sehingga auditor dapat mengemukakan 

pendapat sesuai fakta, apakah auditor dalam melaksanakan tugas tidak mencari-cari 

kesalahan dari objek pemeriksaan dan memperhatikan kriteria dan kebijakan yang resmi. 

 

2.1.6 Integritas 

Prinsip etika profesi dalam kode etik Institut Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa 

untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi 

tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu 

elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan 

seorang akuntan profesional untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus 

mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas mengharuskan seorang auditor bertindak 

tegas dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya, serta mengikuti prinsip objektivitas 

dan kehati-hatian profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya 

kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji 

semua keputusannya, serta integritaslah yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan 

patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Agoes dan Ardana, 2013). 

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang aturan 

perilaku auditor inspektorat, integritas merupakan kepribadian auditor yang dilandasi oleh 

unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna 

memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Pusdiklatwas BPKP (2005) 

menyatakan bahwa integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan 



19 

 

 

 

transparan, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeriksaan. 

Keempat unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar 

bagi pengambilan keputusan yang andal. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Mardisar dan Sari (2007) berpendapat bahwa 

integritas dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, 

tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. 

Menurut Sukriah dkk., (2009) objektivitas dapat diukur dengan indikator kejujuran auditor, 

keberanian auditor, sikap bijaksana auditor, dan tanggung jawab auditor. Indikator kejujuran 

auditor dilihat dari apakah auditor taat pada peraturan yang berlaku, bekerja sesuai keadaan 

yang sebenarnya, dan tidak menerima segala sesuatu yang bukan haknya. Indikator 

keberanian auditor dapat dilihat dari apakah auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain, 

menggumukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinan perlu dilakukan, dan 

memiliki rasa percaya diri. Indikator sikap bijaksana auditor dapat lihat dari apakah auditor 

selalu mempertimbangkan permasalahan berikut dengan akibatnya, mempertimbangkan 

kepentingan negara, dan tidak mempertimbangkan keadaan seseorang atau sekelompok 

maupun unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Indikator yang terakhir yaitu tanggung jawab auditor dapat dilihat 

dari apakah auditor tidak mengelak atau menyalahkan orang lain yang dapat merugikan orang 

lain, memiliki rasa tanggung jawab, memotivasi diri, bersikap dan bertingkahlaku sesuai 

dengan norma, dan berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan 

rekomendasi. 
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2.1.7 Risiko Kesalahan 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 

tentang pedoman kendali mutu audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

menyatakan bahwa penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh 

karena itu, penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Auditi yang 

memunyai ukuran risiko sangat tinggi diperiksa lebih sering dan lebih dalam dibandingkan 

dengan auditi yang berisiko lebih rendah. Suatu auditi yang berisiko rendah dapat diaudit 

minimal selama 3 hari, dengan pertimbangan hari pertama mereviu pengendalian yang 

dilaksanakan, hari kedua memeriksa pelaksanaan kegiatan, keuangan dan fisik, dan hari 

ketiga mengomunikasikan hasil audit. Hari pelaksanaan audit pada umumnya minimal 10 hari 

kerja. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 

tentang  standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa 

APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang 

memunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APIP diwajibkan menyusun 

rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penentuan 

prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan 

mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. 

Penyusunan rencana pengawasan tahunan tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, 

keterpaduan, menghindari tumpang tindih, dan pemeriksaan berulang-ulang serta 

memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya. 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik meyatakan bahwa pada tingkat saldo atau 

golongan transaksi, risiko audit terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko 
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deteksi. Risiko bawaan merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi 

terhadap salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait, 

seperti pengukuran tingkat kompleksitas transaksi, perkembangan teknologi dan operasi, 

pengamatan laporan audit terdahulu, akun-akun atau transaksi yang sulit di audit. Risiko 

pengendalian merupakan risiko salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak 

dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas, maka dapat 

dilihat berdasarkan struktur organisasi klien, teknik dalam sitem pengendalian, bukti dan 

efektifitas pengendalian intern klien. Adapun risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor 

tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi 

merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul 

sebagian karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini timbul karena auditor mungkin 

memilih salah satu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang 

semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi 

sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan penerimaan tingkat risiko, 

pengujian subtantif terhadap risiko usaha klien, hubungan penetapan dengan risiko bawaan, 

dan pengendalian (IAI, 2004). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kualitas hasil pemeriksaan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Sukriah dkk., (2009) melakukan penelitian tentang kualitas hasil pemeriksaan 

dengan menggunakan variabel pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan 

kompetensi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman kerja, objektivitas, dan 

kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Adapun independensi 

dan integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 
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Mabruri dan Winarna (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh objektivitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor terhadap kualitas audit di lingkungan 

pemerintah daerah. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah auditor inspektorat pada 

Kota/Kabupten Surakarta, Wonogiri, Karanganyar, dan Sukoharjo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. 

Penelitian Efendy (2010) menggunakan variabel kompetensi, independensi, dan motivasi 

sebagai variabel yang memengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor di  

Inspektorat Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi 

dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

Sari dan Laksito (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh objektivitas, pengalaman 

kerja, independensi, kompetensi, etika, dan integritas auditor terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi, dan etika 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.  

Subhan (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel latar belakang 

pendidikan, kompetensi teknis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, 

kecermatan profesi, objektivitas, independensi, dan kepatuhan pada kode etik sebagai faktor-

faktor yang memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, 

pengalaman kerja, kecermatan profesi, independensi dan kepatuhan pada kode etik 

memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Adapun variabel pendidikan dan pelatihan 
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berkelanjutan, dan objektivitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Ayuningtyas (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel pengalaman kerja, 

independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi yang memengaruhi kualitas hasil audit. 

Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di inspektorat di Jawa Tengah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa objektivitas, integritas, dan kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Adapun variabel pengalaman kerja dan independensi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Fahdi (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja, independensi, 

objektivitas, integritas, kompetensi, dan motivasi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

pada Inspektorat Se-Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan 

motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Adapun pengalaman kerja, objektivitas, 

integritas, dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Muhshyi (2013) melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 

Kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan variabel time budget pressure, risiko kesalahan, 

dan kompleksitas sebagai variabel yang memengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel time budget pressure, resiko kesalahan, dan kompleksitas 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 

2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan uraian teori dan tinjauan penelitian terdahulu, maka pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, objektivitas, integritas, dan risiko kesalahan terhadap kualitas hasil 
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pemeriksaan dapat digambarkan oleh gambar di bawah. 

Pengalaman Kerja

(X1)

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan (Y)

Objektivitas

(X3)

Independensi

(X2)

H1

H2

H3

Integritas

(X4) H4

Risiko Kesalahan

(X5) H5

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Nirmala (2013) berpendapat bahwa pengalaman merupakan hasil interaksi berulang yang 

didapat dari pelatihan formal dan informal. Ia juga menyatakan bahwa pengalaman penting 

bagi auditor yang profesional karena auditor yang memunyai banyak pengalaman akan 

memunyai bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengambilan keputusan atas 

pemeriksaan yang dilakukan. Alim dkk., (2007) berpendapat bahwa semakin lama masa kerja 

dan pengalaman yang dimiliki auditor, maka kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan akan 

semakin baik dan meningakat pula. 
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Penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan pernah 

dilakukan oleh Sukriah dkk., (2009), Mabruri dan Winarna (2010), dan Sari dan Laksito 

(2010). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengalaman 

kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Namun hasil penelitian 

tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) dan Ayuningtyas 

(2012) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H1 : Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

 

2.4.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Ayuningtyas (2012) berpendapat bahwa independensi dapat mengartikan bahwa seseorang 

tidak dapat dipengaruhi. Ia juga berpendapat bahwa seorang auditor dalam melaksanakan 

tugas pemeriksaan harus didukung dengan sikap independen, dimana seorang auditor tidak 

boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Selanjutnya dalam 

hubungannya dengan auditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar 

auditor dipercaya oleh masyarakat umum. Ardini (2011) berpendapat bahwa kualitas hasil 

pemeriksaan yang tinggi dapat dicapai apabila auditor memiliki sikap independensi yang 

tidak mudah dipengaruhi. 

Sukriah dkk., (2009), Efendy (2010), dan Ayuningtyas (2012) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardini (2010), 
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Badjuri (2011), dan Subhan (2011) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H2 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

 

2.4.3 Pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi 

yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak 

memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik (Agoes dan Ardana, 2013). Sukriah 

dkk., (2009) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin 

baik kualitas hasil pemeriksaannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Subhan (2011) menunjukkan bahwa objektivitas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian tersebut tidak mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk., (2009), Mabruri dan Winarna (2010), dan 

Sari dan Laksito (2010) yang menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H3 : Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 
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2.4.4 Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, 

bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur tersebut 

diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan 

keputusan yang andal. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan 

kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010), Sari dan Laksito (2010), dan 

Ayuningtyas (2012) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. Namun hasil penelitian tersebut tidak mendukung hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Sukriah dkk., (2009) dan Gunawan (2012) yang menunjukkan bahwa 

integritas tidak memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H4 : Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

 

2.4.5 Pengaruh Risiko Kesalahan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 2009 tentang 

pedoman kendali mutu audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan 

bahwa penetapan risiko merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Auditi yang 

memunyai ukuran risiko sangat tinggi diperiksa lebih sering dan lebih dalam dibandingkan 

dengan auditi yang berisiko lebih rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhshyi (2013) menunjukkan bahwa risiko audit 

berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Jadi semakin tinggi risiko audit 
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maka kualitasnya semakin menurun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Simanjuntak (2008) dan Manullang (2010) yang menunjukkan bahwa risiko 

kesalahan berpengaruh negatif terhadap penurunan kualitas hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H5 : Risiko kesalahan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

 


